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Hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan itu batal apabila 
dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan atau 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak badan, hal ini 
disebabkan bahwa hasil pemeriksaan pajak yang dibuat oleh pemeriksa pajak 
tidak 100% (seratus persen) benar. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, untuk mengetahui 
dan menganalisa dapat tidakanya dilakukan upaya hukum lain untuk putusan 
banding PPh Badan. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan 
hukum bagi wajib pajak atas putusan banding yang diajukan upaya lain. 
Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV 
Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk 
pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 
Terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. 
Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari 
institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Untuk mengatasi 
kekurangan dan kelemahan BPSP, khususnya penerapan sistem Kekuasaan 
Kehakiman dengan pemeriksaan ulang berjenjang ke Mahkamah Agung, maka 
dalam Pengadilan Pajak diberlakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke 
Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak menerapkan pemeriksaan ulang vertikal 
(berjenjang). Karena pemeriksaan di Pengadilan Pajak, pemeriksaan selanjutnya 
hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa 
Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan sifat dari 
putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan langsung 
mempunyai kekuatan hukum tetap. adanya upaya hukum hanya PK ke Mahkamah 
Agung, juga dimaksudkan agar adanya pemeriksaan sengketa pajak yang 
mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas 
pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan disini diwujudkan dengan 
ditetapkannya putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan final yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap putusan tersebut hanya 
dapat dilakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Kendala yang timbul 
dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala di 
bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 
50% (lima puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat memberatkan si wajib 
pajak. Hal tersebut dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Mengenai 
kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon banding 
merupakan kendala di bidang yudisial. Dengan tidak hadirnya penggugat atau 
pemohon banding di persidangan menjadikan penggugat atau pemohon banding 
tidak bisa membela diri mereka secara maksimal, sehingga lahirnya suatu putusan 
dari Pengadilan Pajak terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 
penggugat atau pemohon banding.  
 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 
s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang 
upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dikarenakan sifat 
dari putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan 
langsung mempunyai kekuatan hukum tetap , maka adanya upaya hukum hanya PK 
ke Mahkamah Agung, hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya pemeriksaan 
sengketa pajak yang mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya 
ringan. Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan di sini diwujudkan 
dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan final 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut hanya 
dapat dilakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Artinya waktu yang 
dibutuhkan dalam pemeriksaan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak seminimal 
mungkin, termasuk pembatasan upaya hukum didalamnya, namun apabila ditelusuri 
ketentuan tentang syarat pengajuan banding, proses persiapan persidangan dan 
pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Pajak, maka akan menjadi kontradiksi 
dengan penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. 
2. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini 
terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib 
pajak untuk membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat 
memberatkan si wajib pajak dan hal tersebut dianggap melanggar asas praduga tak 
bersalah. Mengenai kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon 
 
 
banding merupakan kendala di bidang yudisial. Proses usulan revisi mengenai Pasal 
pengaturan pembayaran 50% (lima puluh persen) pajak terutang oleh si Wajib Pajak 
merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam 
penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di samping peningkatan Sumber 
Daya Manusia terutama di bidang pendidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan 
di Pengadilan Pajak. 
 
B. Saran  
1. Oleh karena penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan belum 
sepenuhnya terlaksana maka diharapkan ke depan kinerja Pengadilan Pajak lebih 
ditingkatkan dengan menyempurnakan tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa 
pajak. 
2. Mengenai revisi pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban membayar 50% (lima 
puluh persen ) agar dapat dilaksanakan secepatnya dengan mengakomodir penerapan 
asas keadilan, asas kepastian hukum dan perlindungan HAM serta asas peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga keadilan di bidang perpajakan akan 
dapat dirasakan oleh wajib pajak sesuai kebutuhannya. Tentang kehadiran pemohon 
banding dan penggugat sebaiknya dijadikan sebagai suatu tugas yang merupakan hal 
wajib bagi para hakim agar para pencari keadilan di bidang perpajakan dapat 
membela diri mereka secara langsung. 
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan yang ada di 
Pengadilan Pajak sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga para SDM 
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